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Di Indonesia terdapat perkawinan di mana antara suami dan istri tidak saling memenuhi kewajiban
pemberian nafkah batin. Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan antaralain seperti ketidakcocokan dan
dapat berujung pada perceraian qobla al dukhul (perceraian tanpa didahului hubungan badan antara suami
istri). Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimana hak-hak istri qobla a dukhul setelah
perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI serta analisis putusan nomor:
0212/Pdt.G/2011/PA .Shg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak-hak istri qoblaa dukhul setelah perceraian dan
apakah putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan
menggunakan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak yang diperoleh istri goblaa dukhul setelah perceraian yang
diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah hak atas sebagian mahar dan ketiadaan masa 7 ddah, sedangkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Hasil dari analisis
putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA .JP. menunjukkan bahwa
terdapat beberapa pertimbangan dan diktum putusan yang kurang tepat karenatidak sesuai dengan ketentuan
KHI.

<hr>In Indonesia there are some marriages between a husband and wife that does not mutually fulfill the
obligation to provide spiritual sustenance. That happens for various reasons such as incompatibility and can
lead to gobla a dukhul divorce (divorce without any prior sexual relations between husband and wife). The
problems that arisein this case is how the rights of the gobla a dukhul wife after divorce according to Act
Number 1 of 1974 about Marriage and KHI and analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and
decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.

The purpose of this paper is to determine the rights of goblaa dukhul wife after divorce and whether the
court's decision was in accordance with Indonesian laws and regulations. This study uses a normative
analytical descriptive with secondary data, and analyzed qualitatively.

The result showed that the rights obtained by the qobla a dukhul wife after divorce based on Compilation of
Islamic Law are a share of the dowry and the absence of the waiting period, whereas Act Number 1 of 1974
about Marriage does not regulate it. The results of the analysis of decision number:
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0212/Pdt.G/2011/PA.Shg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. shows that there are some
considerations and dictum of decision which less accurate because it does not suitable with KHI.



